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<b>ABSTRACT</b><br>

Penelitian ini menganalisis apakah penggunaan sertifikasi halal untuk produk pangan impor sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dapat dijadikan sebagai alasan public
moral dalam Pasal XX a GATT dan menganalisis mengapa ketentuan kewajiban sertifikasi halal yang diatur
dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dianggap melanggar ketentuan Agreement on Technical
Barriersto Trade Perjanjian TBT . Hasil penelitian dengan metode yuridis normatis menyimpulkan bahwa
kewajiban sertifikasi halal untuk produk pangan impor sebagaimana diatur dalam UUJPH dapat dijadikan
sebagal alasan public moral sesual Pasal XX a GATT apabila diikuti dengan 2 dua syarat yaitu syarat
provisional justification yang terdiri dari pemenuhan public moral dan necessity test dan memenuhi syarat
chapeau Pasal XX GATT dan kewajiban sertifikasi halal Indonesia yang diatur oleh UUJPH dianggap
melanggar ketentuan Perjanjian TBT karena sifatnya yang mandatory mengakibatkan adanya dampak yang
jauh lebih merugikan terhadap produk impor pada pasar produk pangan halal. Hal ini berbeda dengan
kebijakan sertifikasi halal Malaysia yang sifatnya merupakan sukarela. Kebijakan sertifikasi halal secara
voluntary dapat menjadi anternatif yang lebih tidak menciptakan hambatan perdagangan namun dapat tetap
memberikan kontribusi dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian
ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal tanpa
mengurangi pentingnya sertifikasi halal.
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<b>ABSTRACT</b><br>

This study analyzes whether the public moral exception in Article XX aGATT is applicable to the use of
halal certification for imported food products under Indonesias Halal Product Assurance Law and whether
Halal Product Assurance Law is consistent with the Agreement on Technical Barrier to Trade. A
comparison between Indonesias and Malaysis Halal Product Assurance Law will be provided for amore
comprehensive views. This study concludes that halal certification can be considered as a public moral
according to Article XX aGATT if it pass 2 two requirements which are the provisional justification
consisting of compliance with public moral and necessity test and the cheapeu of Article XX GATT test.
Halal Product Assurance Law is considered inconsistent with the Agreement on Technical Barrier to Trade
due to its mandatory nature. Thisisin contrast with Malaysias hala certification policy which isvoluntary.
Voluntary halal certification can be considered as an alternative because with avoluntary nature it isless
restrictive without diminishing the importance of halal certification itself.
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